Baleg Heran Komisi II DPR
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Kenapa Diganti RUU ASN?
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ORINEWS.id — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad
Doli Kurnia mempertanyakan sikap Komisi II DPR yang meributkan
soal pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Adapun RUU
Pemilu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan
dibahas Baleg.

Hal itu merespons sikap Komisi II DPR yang ingin mengambil
alih pembahasan RUU Pemilu. Padahal Komisi II sempat menarik
RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2025.

“Sekarang mereka tiba-tiba minta, pertanyaannya kenapa dulu di
drop?” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis
(17/4/2025).

Dia mengatakan, RUU Pemilu tak serta merta diambil alih oleh
Baleg. Ada hal yang melatar belakanginya.

Pada DPR Periode 2019-2024, Doli mengaku menjadikan RUU Pemilu
sebagai usulan Komisi II. Saat itu, dia menjabat sebagai ketua
Komisi IT.
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Memasuki periode 2024-2029, Komisi II DPR yang diketuai oleh
Rifginizamy Karsayuda , juga masih memasukan RUU Pemilu
sebagai usulan. Namun, menjelang Baleg menetapkan daftar
Prolegnas Prioritas dan Prolegnas jangka panjang, Komisi II
justru menggantinya dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

“Di awal periode (DPR 2024-2029), Baleg minta lagi ke masing-
masing pimpinan komisi mana (RUU) prioritas. Pimpinan komisi
yang baru waktu itu mengirimkan hal yang sama dengan apa yang
saya kirim di akhir periode (DPR 2019-2024),"” kata Doli.

“Tapi, pada saat mau menjelang pembahasan di prolegnas, mereka
(Komisi II) drop (RUU Pemilu). Mereka drop, ganti UU ASN,”
sambungnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai, RUU Pemilu mendesak untuk
segera dibahas. Oleh karena 1itu, dia berinisiatif tetap
memasukannya ke dalam daftar Prolegnas Prioritas, namun
diambil alih oleh Baleg.

“Karena saya merasa itu undang-undang yang penting dan urgen,
supaya masuk tetap di prioritas 2025, akhirnya saya usulkan
jadi usulan Baleg, supaya enggak hilang,” ucap Doli.

Baleg Tak Masalah RUU Pemilu Diambil
Komisi II

Prihal tarik menarik pembahasan RUU Pemilu, Doli menegaskan
tak masalah jika tak lagi jadi usulan Baleg, dan dikembalikan
ke Komisi II. Asalkan revisi segera dilakukan.

“Buat saya enggak ada soal. Mau Komisi II, toh saya juga
(anggota) Komisi II, mau di Baleg, mau di Pansus (Panitia
Khusus), enggak ada soal. Yang penting buat saya ini udang-
undang segera dibahas,” katanya.

Namun, apabila ingin menyerahkan pembahasan RUU Pemilu ke
Komisi II, ada mekanisme yang harus ditempuh. Sebab, RUU



Pemilu sudah terlanjur tercatat dalam daftar Prolegnas
Prioritas 2025 yang dibahas Baleg.

Proses pergantiannya pun harus melalui rapat antara Baleg DPR
dengan pemerintah untuk mengubah daftar prolegnas.

“Kalaupun nanti misalnya mau diubah ke Komisi II, harus rapat
dulu dengan pemerintah perubahanan prolegnas. Karena di dalam
prolegnas sekarang kecantumnya di Baleg,” kata Doli.

“Kenapa di Baleg? Karena tadi Komisi II nge-drop, (RUU) ASN
yang dimasukan. Makanya saya heran, kok mereka protes terhadap
keputusan yang mereka ambil sendiri,” sambungnya.

RUU Pemilu Mendesak Segera Dibahas

RUU Pemilu dinilai mendesak untuk segera dibahas, terlepas
siapa nantinya yang ditugaskan untuk membahas. Salah satu
alasannya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) .

Doli mengatakan, MK mengeluarkan sejumlah putusan yang bakal
mengubah sejumlah substansi dalam UU Pemilu.

“Yang penting segera dibahas. Karena apa? Putusan MK banyak
sekali yang menyuruh kita untuk melakukan revisi undang-
undang,” ucapnya.

Dia membeberkan salah satu putusan MK yang mempengaruhi adanya
RUU Pemilu yaitu syarat ambang batas parlemen atau
parlementary threshold, dan ambang batas calon presiden atau
presidential threshold.

Selain itu, putusan MK juga meminta agar Pilkada dijadikan
satu dengan pemilu. Karena itu tengah digodok rencana RUU
Omnibus Law Poitik yang menggabungkan UU Pemilu, UU Plkada,
dan UU Partai Politik

“Artinya undang-undangnya harus satu, enggak boleh dua lagi,”
kata Doli.
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Di sisi lain, tahapan pemilu selanjutnya akan dimulai 20 bulan
sebelum hari pemilihan. Artinya, satu tahun sebelum tahapan
pemilu dimulai proses pemilihan, penetapaan penyelenggaran
pemilu.

“Jadi kalau ditarik itu semua, artinya bulan Juli 2026 undang-
undang ini harus selesai. Nah, dari sekarang itu kan tinggal
satu tahun dua bulan lagi,” ucap Doli.

Dia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo untuk perbaikan
sistem politik. Hal itu juga menjadi salah satu alasan urgensi
pembahasan RUU Pemilu.

Doli berharap pemerintah bisa menyampaikan komitmen Prabowo
kepada pimpinan partai-partai politik.

“Pak Prabowo yang selama ini sering menyampaikan bahwa kita
perlu perbaikan sistem politik, ya kan. Nah, pemerintah harus
mendorong ini,"” pungkasnya. [source:era]
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